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KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2. 1 Kajian Pustaka
2.1.1 Pajak
2.1.1.1 Pengertian Perpajakan
S. I. Djajadiningrat (dalam Gunadi, 1997: 5) meakan tentang definisi
pajak adalah sebagai berikut :

Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan isebdgri kekayaan ke kas
negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, pddouatan yang
memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebhgk&uman, menurut
peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapakstkan, tetapi tidak ada
jasa timbal-balik dari negara secara langsung,kumtemelihara kesejahteraan
secara umum.

Rochmat. Soemitro (dalam Mardiasmo, 2003: 1) mekgat tentang
definisi pajak adalah sebagai berikut:
Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negaas@tkan undang-undang
(yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapattijakel (kontraprestasi)

yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakatuku membayar
pengeluaran umum.

Definisi tersebut kemudian dikoreksi oleh Rochnsatemitro (dalam
Widodo dan Djefris, 2008: 30) yaitu 'Pajak adalargihan kekayaan dari pihak
rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaittn dan surplusnya

digunakan untulpublic saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai

public investment’.
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Definisi pajak menurut Siti Resmi (2003:1) adalebhagai berikut :

Pajak adalah suatu kewajiban menyerahkan sebagirakekayaan ke kas
negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian pedbuatan yang
memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebhgk&uman, menurut
peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapaksikan, tetapi tidak ada

jasa timbal balik dari negara secara langsung,kumemelihara kesejahteraan
secara umum.

Erly Suandy (2002: 1) menyatakan bahwa definisalpadalah sebagai
berikut: “Pajak  merupakan pungutan berdasarkan ngwdadang oleh
pemerintah, yang sebagian dipakai untuk penyediasang dan jasa publik”.

Dr. Soeparman Soemahamidjaja (dalam R. Santogodhardjo,2003: 5)
menyatakan bahwa ‘Pajak adalah iuran wajib berugrag uatau barang yang
dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-normanfjujuna menutup biaya
produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dataencapai kesejahteraan
umum’.

Prof. Dr. P.J.A Adriani (dalam Mohammad Zain, 2007.0)
mendefinisikan pajak sebagai berikut :

Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yaoeg dipaksakan) yang
terutang oleh yang wajib membayarnya menurut pexatperaturan umum
(undang-undang) dengan tidak mendapat prestasidieyang langsung dapat
ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayag@kearan-pengeluaran
umum berhubung tugas negara untuk menyelenggapegaarintahan.

Sommerfeld et.al. (dalam Widodo dan Dijefris, 2088) mengatakan
bahwa:

Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sekt@stawke sektor
pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namajib wdilaksanakan
berdasarkan ketentuan yang ditetapkan terlebih ldaitanpa mendapat

imbalan yang langsung dan proporsional, agar pema¢ridapat melaksanakan
tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan.
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Adam Smith (dalam Widodo dan Djefris, 2008: 30) ngemukakan
bahwa:

Pajak memiliki dua aspek yang berbeda. Pertamakasengambilalihan;
hukum pajak menyediakan instrumen khusus bagi aeggar dapat memaksa
warga negaranya untuk membayar pajak. Kedua adadaglek kontribusi;
selaku bagian dari komunitas maka sesama wargaanbgebagi pengeluaran.

Siti Resmi (2003: 2) menyebutkan definisi pajdilah sebagai berikut:

1. Pajak dipungut berdasarkan dengan kekuatan undzteyag serta aturan
pelaksanaannya.

2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan ypaldontraprestasi

individual oleh pemerintah.

Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusaporadaerah.

Pajak diperuntukkan bagi pengeluarkan-pengeluramepintah, yang bila

dari pemasukannya masih terdapailus, dipergunakan untuk membiayai

public investment.

R, W

Pajak dari perspektif ekonomi dipahami sebagaalligrya sumber daya
dari sektor privat kepada sektor publik. Pemahamamemberikan gambaran
bahwa adanya pajak menyebabkan dua situasi meiyedibah. Pertama,
berkurangnya kemampuan individu dalam menguasaibeundaya untuk
kepentingan penguasaan barang dan jasa. Keduamibatinya kemampuan
keuangan negara dalam penyediaan barang dan jddi&k gang merupakan
kebutuhan masyarakat.

Sementara pemahaman pajak dari perspektif hukumumie Soemitro
(dalam Klik Pajak: 2009) adalah sebagai berikut:

Pajak merupakan suatu perikatan yang timbul karat@nya undang-
undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban warggama untuk
menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepagaragnegara mempunyai

kekuatan untuk memaksa dan uang pajak tersebus lopergunakan untuk
penyelenggaraan pemerintahan.
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Dari pendekatan hukum ini memperlihatkan bahwakpgang dipungut
harus berdasarkan undang-undang sehingga menjalainya kepastian hukum,
baik bagi fiskus sebagai pengumpul pajak maupuibvpajak sebagai pembayar
pajak.

Pajak menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 mM&@07 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalayadierikut :

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yamgtaleg oleh orang
pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasaridang-undang, dengan
tidak mendapat timbal balik secara langsung daondigan untuk keperluan
negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Wirawan dan Richard Burton (2001: 4) yetakan beberapa
pendapat pakar tentang definisi pajak sebagailterik

1. Pembayaran pajak harus berdasarkan undang-undang.

2. Sifatnya dapat dipaksakan.

3. Tidak ada kontra-prestasi (imbalan) yang langsusgat dirasakan oleh
wajib pajak.

4. Pemungutan pajak dilakukan oleh negara baik olemepetah pusat
maupun daerah (tidak boleh dipungut oleh swasta).

5. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-peageiupemerintah

(rutin dan pembangunan) bagi kepentingan masyavakain.

1. Pembayaran pajak harus berdasarkan undang-undang

Karena dalam pemungutan pajak merupgbaralinan kekayaan dari
rakyat kepada negara yang hasilnya juga akan diakkabh kepada rakyat, maka
pemungutan pajak harus mendapat persetujuan damtrgenis pajak apa saja
yang akan dipungut serta berapa besarnya pemungajak. Proses persetujuan

rakyat tentunya hanya dapat dilakukan dengan pemkem suatu undang-

undang.



14

2. Sifatnya dapat dipaksakan

Sifat pemungutan yang dapat dipaksakan dapat skjgta bahwa uang
yang dikumpulkan dari pajak akan dikembalikan kepaakyat dalam bentuk
pembangunan serta pelayanan yang diberikan olelerpgah. Unsur pemaksaan
di sini berarti apabila wajib pajak tidak mau mewydrapajak, pemerintah dapat
melakukan upaya paksa dengan mengeluarkan sursad jpgiar wajib pajak mau
melunasi utang pajaknya.

3. Tidak ada kontra-prestasi (imbalan) yang langsung dapat dirasakan oleh
wajib pajak

Wajib pajak tidak mendapatkan imbalan secara largysiengan apa yang
telah dibayarkan kepada pemerintah. Wajib pajaky@alapat merasakan secara
tidak langsung bentuk-bentuk kontraprestasi darneyeitah. Seperti banyak
dibangunnya fasilitas umum dan prasarana yangydibdari APBN dan APBD.

4. Pemungutan pajak dilakukan oleh negara baik oleh pemerintah pusat
maupun daerah (tidak boleh dipungut oleh swasta)

Pemerintah (baik pusat maupun daerah) menjalardd@a pembangunan
dan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah dalaelakganakan
pembangunan tidak ada maksud untuk mencari keuatrgpdangkan swasta
dalam melakukan kegiatan usahanya biasa dikatakiaiu sbersifat mencari
keuntungan, sehingga pemungutan pajak harus déakoleh pemerintah pusat

maupun daerah.
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5. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah
(rutin dan pembangunan) bagi kepentingan masyarakat umum

Kelebihan jumlah yang diterima oleh negara damlgh yang dibayarkan
wajib pajak digunakan untuk keperluan umum, yarsglalit tabungan masyarakat
dapat dialokasikan untuk membiayai proyek —prgqyebangunan, seperti jalan,
taman kota, trotoar, puskesmas, serta sarana kegemtumum lainnya untuk
masyarakat.

Dari pengertian-pengertian tersebut dapat disikgsulbahwa ciri-ciri
yang melekat pada pengertian pajak adalah :

1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang sknanapelaksanaannya
yang sifatnya dapat dipaksakan.

2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukeenwal kontra prestasi
individual oleh pemerintah.

3. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah posaipun pemerintah
daerah.

4. Pajak diperuntukan bagi pengeluaran-pengelupeanerintah, yang bila
dari pemasukannya masih terdapatrplus, dipergunakan untuk
membiayapublic invesment.

5. Tujuan pajak adalah budgeter (sebagai fungsi anggaran), selain itu

terdapat fungsi lain dari pajak yaitegulerend (mengatur).
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2.1.1.2 Fungs Pajak

Devano dan Kurnia Rahayu (2006: 25) mengemukalefmisi fungsi
pajak adalah sebagai berikut: "Fungsi pajak ad&kdpunaan pokok, manfaat
pokok pajak”. Sebagai alat untuk politik perekonamipajak memiliki kegunaan
dan manfaat pokok dalam meningkatkan kesejahtaenamm, suatu negara tidak
akan mungkin menghendaki merosotnya kehidupan ekbmoasyarakatnya.
Adapun fungsi pajak yang dimaksud adalah sebaggiube
1. FungsBudgetair

Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dipariuiaya. Demikian
juga dalam rangka melaksanakan pembangunan nasibaEm menjalankan
fungsinya pemerintah membutuhkan pengeluaran y&ag alibiayai dengan
penerimaan pajak. Pajak berfungsi sebagai alatkumtemasukkan uang dari
sektor swasta (rakyat) ke dalam kas negara atagaeeny negara berdasarkan
peraturan perundang-undangan.

Fungsibudgetair ini merupakan fungsi utama pajak, atau fungsiafisk
(fiskal function), yaitu suatu fungsi pajak yang digunakan sebadmti untuk
memasukkan dana secara optimal ke kas negara ae@asundang-undang
perpajakan yang berlaku, disebut sebagi fungsi at&arena secara historis
pertama kali muncul. Pajak digunakan sebagai aiatkumenghimpun dana dari
masyarakat tanpa ada kontra-prestasi secara lajgsun
2. FungsiRegulerend

Fungsiregulerend disebut juga fungsi mengatur, yaitu pajak merupaka

alat kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuatenén. Di samping usaha
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untuk melaksanakan masuknya uang untuk kegunaan niegmra, pajak
dimaksudkan juga sebagai usaha pemerintah untalandil dalam hal mengatur
dan bilamana perlu mengubah susunan pendapatakettagaan dalam sektor

swasta.

Menurut pendapat lain (dalam Susanti, 2007: 17)afat dua fungsi
pajak, yaitu fungsbudgetair (sumber keuangan negara) dan funggulerend

(mengatur).

1. FungsiBudgetair (Sumber Keuangan Negara)

Pajak mempunyai fungsiudgetair artinya pajak merupakan salah satu
sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai peagel baik rutin maupun
pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, p&merberupaya
memasukan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negpaya tersebut
ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun ini&asif pemungutan pajak
melalui penyempurnaan peraturan berbagai jeniksggerti Pajak Penghasilan,
Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan atsanB Mewah, Pajak Bumi
dan Bangunan, dan lain-lain.

2. FungsiRegulerend (Mengatur)

Pajak mempunyai fungsi mengatur artinya pajakageb alat untuk
mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintahmddlidang sosial dan
ekonomi, dan mencapai tujuan-tujuan tertentu di hidang keuangan. Beberapa

contoh penerapan pajak sebagai fungsi mengatuatadal
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. Pajak yang tinggi digunakan terhadap barang-bamaagah. Pajak Penjualan
atas Barang Mewah (PPn-BM) dikenakan pada saaidtdrpnsaksi jual bel
barang mewah. Semakin mewah suatu barang makaptgaknya semakin
tinggi sehingga barang tersebut semakin mahal hgag@&engenaan pajak ini
dimaksudkan agar rakyat tidak berlomba-lomba umigngkonsumsi barang
mewah (mengurangi gaya hidup mewah).

. Tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilamalisudkan agar pihak
yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan Korgr (membayar
pajak) yang tinggi pula, sehingga terjadi pemerafsEndapatan.

. Tarif pajak ekspor adalah 0%, dimaksudkan agar pargusaha terdorong
mengekspor hasil produksinya di pasar dunia sehingghirnya dapat
memperbesar devisa negara.

.Pajak penghasilan dikenakan atas penyerahan bdwasihindustri tertentu
seperti industri semen, industri rokok, industijgbaan lain-lain, dimaksudkan
agar terdapat penekanan produksi terhadap indtessebut karena dapat
mengganggu lingkungan atau polusi (membahayakahkés).

. Pembebasan Pajak Penghasilan atas sisa hasil kisaéiasi yang diperoleh
sehubungan dengan transaksi dengan anggota, didkaksuntuk mendorong
perkembangan koperasi di Indonesia.

. Pemberlakuartax holiday, dimaksudkan untuk menarik investor asing agar

menanamkan modalnya di Indonesia.
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Pada Klik pajak (2009) disebutkan bahwa pajak memaiuperanan yang
sangat penting dalam kehidupan bernegara, khusudnygllam pelaksanaan
pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapeggara untuk
membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluanaibapgunan. Berdasarkan
hal tersebut maka pajak mempunyai beberapa fuyajsi,:

1. Fungsi anggararb(dgetair)

Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsk unembiayai
pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankmstugas rutin negara dan
melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biigga ini dapat
diperoleh dari penerimaan pajak. Dewasa ini pajgkrdakan untuk pembiayaan
rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pearaan, dan lain sebagainya.
Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan tdbtngan pemerintah,
yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaratin. Tabungan
pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatksesuai kebutuhan
pembiayaan pembangunan yang semakin meningkatd#arna diharapkan dari
sektor pajak.

2. Fungsi mengatur égulerend)

Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi metahijaksanaan
pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakhagai alat untuk mencapai
tujuan. Contohnya dalam rangka menggiring penanamadal, baik dalam
negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai mafeaifitas keringanan pajak.
Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, perteh menetapkan bea

masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.
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3. Fungsi stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana umhénjalankan
kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas haejangga inflasi dapat
dikendalikan, hal ini bisa dilakukan antara laimgien jalan mengatur peredaran
uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunamk yang efektif dan
efisien.
4. Fungsi redistribusi pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan diganaki@k membiayai
semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membipgmbangunan
sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang g@iddenya akan dapat

meningkatkan pendapatan masyarakat.

2.1.1.3 Syarat Pemungutan Pajak

Pada Klik pajak (2009) disebutkan bahwa tidaklah datu untuk
membebankan pajak pada masyarakat. Bila terlagitimasyarakat akan enggan
membayar pajak. Namun bila terlalu rendah, makabaegunan tidak akan
berjalan karena dana yang kurang. Agar tidak meulikaidp berbagai masalah,
maka pemungutan pajak harus memenuhi persyaratan ya
1. Pemungutan pajak harusadil

Seperti halnya produk hukum pajak pun mempunyauatuj untuk
menciptakan keadilan dalam hal pemungutan pajakl édalam perundang-

undangan maupun adil dalam pelaksanaannya.
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Contohnya:
* Dengan mengatur hak dan kewajiban para wajib pajak
« Pajak diberlakukan bagi setiap warga negara yanganehi syarat
sebagai wajib pajak
« Sanksi atas pelanggaran pajak diberlakukan secatenusesuai dengan
berat ringannya pelanggaran
2. Pengaturan pajak harusberdasarkan undang-undang
Sesuai dengan Pasal 23 UUD 1945 yang berbunyiakR#gn pungutan
yang bersifat untuk keperluan negara diatur dengadang-undang". Ada
beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penywmsundang-undang tentang
pajak, yaitu:
+  Pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara yardpbarkan undang-
undang tersebut harus dijamin kelancarannya
« Jaminan hukum bagi para wajib pajak untuk tidakedgkukan secara
umum
« Jaminan hukum akan terjaganya kerahasian bagwzaiia pajak
3. Pungutan pajak tidak mengganggu per ekonomian
Pemungutan pajak harus diusahakan sedemikian rugs &dak
mengganggu kondisi perekonomian, baik kegiatan yksid perdagangan,
maupun jasa. Pemungutan pajak jangan sampai marughkepentingan
masyarakat dan menghambat lajunya usaha masysakeatsok pajak, terutama

masyarakat kecil dan menengah.
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4. Pemungutan pajak harus efesien

Biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka pemumguiajak harus
diperhitungkan. Jangan sampai pajak yang ditergbéhlrendah daripada biaya
pengurusan pajak tersebut. Oleh karena itu, siggemungutan pajak harus
sederhana dan mudah untuk dilaksanakan. Dengarkidemwajib pajak tidak
akan mengalami kesulitan dalam pembayaran pajdkdsai segi penghitungan
maupun dari segi waktu.
5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Bagaimana pajak dipungut akan sangat menentukaerhatilan dalam
pungutan pajak. Sistem yang sederhana akan menmadaidjib pajak dalam
menghitung beban pajak yang harus dibiayai sehirad@a memberikan dapat
positif bagi para wajib pajak untuk meningkatkarsdaaran dalam pembayaran
pajak. Sebaliknya, jika sistem pemungutan pajakitruorang akan semakin
enggan membayar pajak.
Contoh:

Bea materai disederhanakan dari 167 macam tarifatieh macam tarif

Tarif PPN yang beragam disederhanakan menjadi hsatatarif, yaitu

10%

Pajak perseorangan untuk badan dan pajak pendapatanperseorangan

disederhanakan menjadi pajak penghasilan (PPh) lyarigku bagi badan

maupun perseorangan (pribadi)
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2.1.1.4 Asas Pemungutan Pajak
Untuk dapat mencapai tujuan dari pemungutan phglikerapa ahli (dalam
Klik pajak: 2009) yang mengemukakan tentang asasupgutan pajak, antara
lain:
1. Menurut Adam Smith dengan ajaran yang terkemlaé Four Maxims', asas
pemungutan pajak adalah sebagai berikut.
Asas Equality (asas keseimbangan dengan kemampuan atau asas
keadilan): pemungutan pajak yang dilakukan oleharedarus sesuai
dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak. Begdak boleh
bertindak diskriminatif terhadap wajib pajak.
Asas Certainty (asas kepastian hukum): semua pungutan pajak harus
berdasarkan undang-undang, sehingga bagi yang ggalarmkan dapat
dikenai sanksi hukum.
Asas Convinience of Payment (asas pemungutan pajak yang tepat waktu
atau asas kesenangan): pajak harus dipungut patlayasag tepat bagi
wajib pajak (saat yang paling baik), misalnya disaajib pajak baru
menerima penghasilannya atau disaat wajib pajalermea hadiah.
Asas Effeciency (asas efesien atau asas ekonomis): biaya pemunguta
pajak diusahakan sehemat mungkin, jangan sampgaditebiaya

pemungutan pajak lebih besar dari hasil pemungragak.
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2. Menurut W.J. Langen, asas pemungutan pajakladatzagai berikut:

Asas daya pikul: besar kecilnya pajak yang dipungut harus ber#étasar
besar kecilnya penghasilan wajib pajak. Semakiggiipenghasilan maka
semakin tinggi pajak yang dibebankan.

Asas manfaat: pajak yang dipungut oleh negara harus digunakdoku
kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk kepentingaum.

Asas kesgiahteraan: pajak yang dipungut oleh negara digunakan untuk
meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Asas kesamaan: dalam kondisi yang sama antara wajib pajak yatg s
dengan yang lain harus dikenakan pajak dalam jugdal sama.

Asas beban yang sekecil-kecilnya: pemungutan pajak diusahakan
sekecil-kecilnya jika dibandingkan dengan nilai edbjpajak, sehingga

tidak memberatkan para wajib pajak.

3. Menurut Adolf Wagner, asas pemungutan pajakabdsebagai berikut.

Asas politik finansial : pajak yang dipungut negara jumlahnya memadai

sehingga dapat membiayai atau mendorong semua&egiegara.

Asas ekonomi: penentuan objek pajak harus tepat, misalnya: kpaja

pendapatan, pajak untuk barang-barang mewah

Asas keadilan vyaitu pungutan pajak berlaku secara umum tanpa
diskriminasi, untuk kondisi yang sama diperlakukama pula.

Asas administrasi: menyangkut masalah kepastian perpajakan (kapan,
dimana harus membayar pajak), keluwesan penagdrabesarnya pajak.

Asasyuridis segala pungutan pajak harus berdasarkan undaraggind
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Waluyo dan Wirawan B llyas (2003: 14) menyatakahws pemungutan

pajak hendaknya didasarkan pada:
1. Equality (Prinsip Keadilan dan Pemerataan)
2. Certainty (Kepastian Hukum)
3. PrinsipConvenience
4. Prinsip EfisiensEconomy.
1. Equality (Prinsip Keadilan dan Pemerataan)

Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merafay pajak dikenakan
kepada orang pribadi yang harus sebanding dengaarkpuan membayar pajak
atauability to pay dan sesuai dengan manfaat yang diterima.

2. Certainty (Kepastian Hukum)

Penetapan pajak itu tidak ditentukan sewenang-wgen@leh karena itu,
wajib pajak harus mengetahui secara jelas dan pastirnya pajak terutang,
kapan harus dibayar serta batas waktu pembayaran.

3. Prinsip Convenience

Kapan wajib pajak itu harus membayar pajak selyaiksesuai dengan
saat-saat yang tidak menyulitkan wajib pajak sebagatoh pada saat wajib
pajak memperoleh penghasilan.

4. Prinsip Efisiens Economy

Secara ekonomi bahwa biaya pemungutan dan biayaemsdran
kewajiban pajak bagi wajib pajak diharapkan semimmmungkin, demikian pula
beban yang dipikul wajib pajak, atau pajak dapagudakan sebagai alat
membantu mencapai tujuan-tujuan ekonomi sehinggpaten ekonomi dapat

lebih dipacu.
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2.1.1.5 Tata Cara Pemungutan Pajak

Waluyo dan Wirawan B.lllyas (2003:17) mengemukakahwa tata cara

pemungutan pajak terdiri dari dua cara, yaitu seblagrikut:
1. Stelsel Pajak

Cara pemungutan pajak dilakukan berdasarkarstigel, yaitu:
a. Selsel nyata (iil stelsel)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasyiang nyata,
sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada &hun pajak, yakni
setelah penghasilan yang sesungguhnya telah daketaltii. Selsel nyata
mempunyai kebaikan yaitu terletak pada pengenagk pang lebih realistis.
Sedangkan kelemahannya adalah pajak baru dapaiéiée pada akhir periode.

b. Selsel anggapanfictive stelsel)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan dyatur oleh
undang-undang. Kebaikasielsel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun
berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahulentéannya adalah pajak
yang dibayarkan tidak berdasarkan pada keadaansgmumgguhnya.

c. Selsel campuran

Selsel campuran ini merupakan kombinasi antsieisel nyata darstelsel
anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak diHitemtasarkan suatu anggapan,
kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesualkamgan keadaan yang

sebenarnya.
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2. AsasPengenaan Pajak

Agar negara dapat mengenakan pajak kepada wargsay&epada orang
pribadi atau badan lain yang bukan warganya, teta@mnpunyai keterkaitan
dengan negara tersebut, tentu saja harus ada uateketentuan yang
mengaturnya. Sebagai contoh di Indonesia, secges t@inyatakan dalam Pasal

23 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa segajak puntuk keuangan

negara ditetapkan berdasarkan undang-undang. Udplat menyusun suatu

undang-undang perpajakan, diperlukan asas-asas datsar-dasar yang akan
dijadikan landasan oleh negara untuk mengenakak.paj

Terdapat beberapa asas yang dapat dipakai olenanggfaagai asas dalam
menentukan wewenangnya untuk mengenakan pajakygiyes untuk pengenaan
pajak penghasilan. Asas utama yang paling seriggndkan oleh negara sebagai
landasan untuk mengenakan pajak adalah:

1. Asas domisili atau disebut juga asas kependuduldamicile/residence
principle), berdasarkan asas ini negara akan mengenakak aia suatu
penghasilan yang diterima atau diperoleh orang adijb apabila untuk
kepentingan perpajakan, orang pribadi tersebut padan penduduleesident)
atau berdomisili di negara tersebut. Dalam kaitantidak dipersoalkan dari
mana penghasilan yang akan dikenakan pajak ituséerBagi negara yang
menganut asas ini, dalam sistem pengenaan pajedsgy penduduknya akan
menggabungkan asas domisili (kependudukan) dengersek pengenaan
pajak atas penghasilan baik yang diperoleh di mregarmaupun penghasilan

yang diperoleh di luar negdvor|d-wide income concept).
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2. Asas sumber, negara yang menganut asas sumbemakeyenakan pajak atas
suatu penghasilan yang diterima atau diperolehgopaibadi atau badan hanya
apabila penghasilan yang akan dikenakan pajakperaleh atau diterima oleh
orang pribadi atau badan yang bersangkutan darbeusumber yang berada
di negara itu. Dalam asas ini, tidak menjadi pdesoaengenai siapa dan apa
status dari orang atau badan yang memperoleh pgifeghtersebut sebab yang
menjadi landasan pengenaan pajak adalah objek pajektimbul atau berasal
dari negara itu. Contoh: Tenaga kerja asing bekdirjmdonesia maka dari
penghasilan yang didapat di Indonesia akan dikenalgak oleh pemerintah
Indonesia.

3. Asas kebangsaan atau asas nasionalitas atau disghaisas kewarganegaraan
(nationality/citizenship principle). Dalam asas ini, yang menjadi landasan
pengenaan pajak adalah status kewarganegaraaordag atau badan yang
memperoleh penghasilan. Berdasarkan asas inijdidakenjadi persoalan dari
mana penghasilan yang akan dikenakan pajak betaspérti halnya dalam
asas domisili, sistem pengenaan pajak berdasarkas Baasionalitas ini
dilakukan dengan cara menggabungkan asas nasasnalgéngan konsep

pengenaan pajak atasrld wide income.

Dari penjelasan yang telah disampaikan sebelummygé&a dapat dilihat
terdapat beberapa perbedaan prinsipil antara asaisiti atau kependudukan dan
asas nasionalitas atau kewarganegaraan di satly, pleagan asas sumber di

pihak lainnya. Pertama, pada kedua asas yang digsstama, kriteria yang
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dijadikan landasan kewenangan negara untuk mengenp#fjak adalah status
subjek yang akan dikenakan pajak, yaitu apakah ymergangkutan berstatus
sebagai penduduk atau berdomisili (dalam asas djnaigau berstatus sebagai
warga negara (dalam asas nasionalitas). Di si@l emila penghasilan yang
menjadi objek pajak tidaklah begitu penting.

Sementara itu, pada asas sumber, yang menjadisiamulga adalah status
objeknya, yaitu apakah objek yang akan dikenakgakgaersumber dari negara
itu atau tidak. Status dari orang atau badan yaegqmperoleh atau menerima
penghasilan tidak begitu penting. Kedua, pada kedaa yang disebut pertama,
pajak akan dikenakan terhadap penghasilan yangotigpedi mana sajéworld-
wide income), sedangkan pada asas sumber, penghasilan yang diegaakan
pajak hanya terbatas pada penghasilan-penghaslan diperoleh dari sumber-
sumber yang ada di negara yang bersangkutan.

3. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi:
a. Official Assessment System

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yaeEmberi wewenang
kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan beagrajk yang terutang.

Ciri-ciri Official Assessment System:

1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutenagld pada fiskus
2) Wajib pajak bersifat pasif

3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ke@tapajak oleh fiskus
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b. Self Assessment System

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yamgheri wewenang,
kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak kunboenghitung,
memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendigrbga pajak yang harus
dibayar.
c. Witholding System

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yaemberi wewenang
kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungak pang terutang oleh

wajib pajak.

2.1.1.6 Tarif Pajak
Salah satu unsur yang menentukan rasa keadilamdamungutan pajak
bagi wajib pajak adalah tarif pajak yang besarngau$ dicantumkan dalam
undang-undang. Pajak tidak selalu ditentukan sen#aa persentase tapi bisa
dengan nilai nominal.
Wirawan dan Richard Burton (2001: 25) mengemukdi@ibagai macam
tarif pajak adalah sebagai berikut:
1. Tarif Progresif (meningkat)
2. Tarif Degresif (menurun)
3. Tarif Proportional (sebanding)
4. Tarif Tetap

5. Tarif Advalorem
6. Tarif Spesifik.
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1. Tarif Progresif (Meningkat)
Tarif Progresif adalah tarif pemungutan pajak yang persentasenya
semakin besar bila jumlah yang dijadikan dasar @eagn pajak juga semakin

besar. Tarif ini dapat dilihat pada tabel 2.1

Tabd 2.1
Tarif Pajak Penghasilan untuk wajib pajak orang pribadi dalam negeri
L apisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak
Sampai dengan Rp 50.000.000,- 5%
Di atas Rp 50.000.000,- s/d Rp250.000.000,- 15%
Di atas Rp 250.000.000,- s/d Rp 500.000.000,- 25%
Di atas Rp 500.000.000,- 30%

Sumber: Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentajekRPenghasilan.

Pada tabel 2.1 dapat dilihat bahwa semakin besalah PKP maka tarif
pajaknya pun semakin tinggi. Jadi wajib pajak mi&mnpendapatan yang tinggi
akan dikenakan dengan tarif yang tinggi pula.

2. Tarif Degresif (Menurun)

Tarif Degresif adalah tarif pemungutan pajak yang persentasenya
semakin kecil bila jumlah yang dijadikan pengengajak semakin besar.
Sekalipun persentasenya semakin kecil, tidak bepamlah pajak terutang
semakin kecil, tetapi bisa menjadi besar karenalghnyang dijadikan dasar
pengenaan pajaknya juga semakin besar. Tarif daktipernah dipergunakan
dalam praktik perundang-undangan perpajakan.
3.Tarif Proportional (sebanding)

Tarif Proportional adalah tarif pemungutan pajak yang menggunakan
persentase tetap tanpa memperhatikan jumlah ygadikdin dasar pengenaan

pajak. Tarif ini diterapkan dalam Undang-Undang orb8 Tahun 2000 tentang
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Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Paajudfan atas Barang
Mewah yang menggunakan Tafifoportional sebesar 10%.
4. Tarif Tetap

Tarif tetap adalah tarif pemungutan pajak yang besar nomiaaletap
tanpa memperhatikan jumlah yang dijadikan dasagegman pajak. Tarif ini
diterapakan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 198%ng Bea Meterai
(BM). Tarif yang digunakan adalah Bea Materai dengigai nominal sebesar Rp
500,- dan Rp 1.000,-. Berdasarkan Peraturan PetalerMomor 7 Tahun 1995
tentang Bea Materai, tarif Bea Materai diatas dikean menjadi Rp 1.000,- dan
Rp 2.000,- yang selanjutnya dengan Peraturan ReateNomor 24 Tahun 2000
tentang Bea Materai tarifnya dinaikan lagi menfadi3.000,- Rp 6.000,-.
5. Tarif Advalorem

Tarif advalorem adalah suatu tarif dengan persentase tertentusatds
jenis barang tertentu atau satuan jenis barangntertPada tarif ini lebih dilihat
persentase dari suatu jenis barang dan satuarbg@isgnya.
6. Tarif Spesifik

Tarif Spesifik adalah tarif dengan suatu jumlah tertentu atasugeais
barang tertentu atau satuan jenis barang tert®ataia tarif ini lebih dilihat jenis
barang atau spesifikasi barang yang dikenakan pggakang menekankan pada

jumlah.
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2.1.2 Kepatuhan Wajib Pajak

Devano dan Kurnia Rahayu (2006: 109) mengemukbkawa:

Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesauntut wajib pajak
untuk turut aktif dalam pemenuhan kewajiban pekaaaya. Sistem
pemungutan yang berlaku adaladf assessment system, dimana segala
pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan sepenubfela wajib pajak,
fiskus hanya melakukan pengawasan melalui progestaeriksaan.

Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertadr akajib pajak dalam
menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatwiagib pajak yang
tinggi. Yaitu, kepatuhan dalam pemenuhan kewajiparpajakan yang sesuai
dengan kebenarannya, karena sebagian besar pekeiglam pemenuhan
kewajiban perpajakan itu dilakukan oleh wajib pajddukan fiskus selaku
pemungut pajak. Sehingga kepatuhan diperlukan daiimassessment system
dengan tujuan pada penerimaan pajak yang optimal.

Machfud Sidik (dalam Devano dan Kurnia Rahayu,0620 110)
mengemukakan bahwa:

Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secar@edakvoluntary of
compliance) merupakan tulang punggung sisteself assessment, dimana
wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendivakban perpajakan dan
kemudian secara akurat dan tepat waktu membayamétaporkan pajaknya
tersebut.

Andreoni et al. (dalam Chaizi Nasucha, 2004: 130-131) menyatakan
bahwa masalah kepatuhan wajib pajak merupakan garsgang sejak dulu ada
di perpajakan itu sendiri. Mengkarakteristikkan agaenerangkan pola-pola dari
ketidakpatuhan wajib pajak, kemudian menemukan -carma untuk

menguranginya merupakan langkah yang sangat pehtggsemua negara di

dunia. Kepatuhan wajib pajak dapat dilihat melddarbagai macam perspekiif,
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yaitu dapat dipandang sebagai sebuah masalah elaangan publik, penegakan
hukum, desain organisasi, penawaran buruh, etaik ladmbinasi dari semuanya.
Disebutkan pula bahwa dari perspektif keuanganikpuktpatuhan pajak berkisar
pada masalah keadilan, efisiensi, dan siapa yaud@ p#hirnya menanggung

beban pajak.

2.1.2.1 Definisi Kepatuhan Pajak

Kamus Umum Bahasa Indonesia (1994: 1013) menyatdiamva:
“Kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaram aturan”. Devano dan
Kurnia Rahayu (2006: 110) mengatakan bahwa dalarpajakan, kita dapat
memberi pengertian kepatuhan perpajakan adalalgaebarikut: “Merupakan
ketaatan, tunduk, dan patuh serta melaksanakamtuate perpajakan”. Jadi,
wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang tdatm memenuhi serta
melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengaentkeh peraturan
perundang-undangan perpajakan.

Kepatuhan pajak menurunternasional Tax Glossary (dalam Chaizi
Nasucha, 2004: 131) adalah ‘tingkatan yang menanwkajib pajak patuh atau
tidak patuh terhadap aturan pajak di negaranyaba@a contoh dalam
pernyataan, besarnya penghasilan atau memasukanh Bemberitahuan Pajak
dalam waktu yang telah ditentukan.

Hasseldine (dalam Chaizi Nasucha, 2004: 131) ntekga bahwa:

Kepatuhan adalah melaporkan semua harta kekayagb pajak yang

tercatat pada waktu yang ditentukan dan pengenmmbaliaporan
pertanggungjawaban pajak yang akurat, sesuai dekgda pemasukan,

peraturan dan penerapan keputusan pengadilan padau wlilakukan
pencatatan.
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Milgram (dalam Chaizi Nasucha, 2004: 132) mengerkakabahwa
‘Kepatuhan ditentukan oleh karakteristik-karakt#tisdari figur otoritas dan

kehadirannya secara fisik dipengaruhi oleh intassitau tingkat kepatuhan’.

Tingkat kepatuhan sendiri dapat didefinisikan sebgmgrsepsi individu
terhadap tindakan yang diperintahkan untuk dilakukadividu akan cenderung
mengembangkan kepatuhan yang kuat terhadap perimelakukan suatu

tindakan yang menurut persepsinya baik atau penting

Kepatuhan wajib pajak dikemukakan oleh Norman Dwalo (dalam

Devano dan Kurnia Rahayu, 2006: 110) sebagai:
Suatu iklim kepatuhan dan kesadaran penemuhan ibawaperpajakan
yang tercermin dalam situasi di mana:
1. Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami asekatentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan.
2. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas.
3. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar.
4. Membayar pajak terutang tepat pada waktunya.

Dari pengertian tersebut di atas dikatakan bahwpatkban pajak
merupakan pelaksanaan atas kewajiban untuk menglatormelaporkan pajak
yang terutang sesuai dengan peraturan perpajalgpatihan yang diharapkan
dalam sistemself assessment adalah kepatuhan sukarela dan bukan kepatuhan
yang dipaksakan.

Kepatuhan merupakan pemicu keadaan motivasiona) yarat pada
individu-individu. Kepatuhan menjadi elemen dasaany penting bagi

pembentukan kehidupan sosial yang tertib dan teratatuk meningkatkan

kepatuhan sukarela menurut Silviani (dalam Chaiasd¢ha, 2004: 132),
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diperlukan keadilan dan keterbukaan dalam penerggaaturan perpajakan,
kesederhanaan, peraturan, prosedur perpajakanpalapanan yang baik serta
cepat terhadap wajib pajak.

Safri Nurmantu (dalam Devano dan Kurnia Rahayu, 620Q10)
mengatakan bahwa: 'Kepatuhan perpajakan dapatiniglkdn sebagai suatu
keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajip@mpajakan dan
melaksanakan hak perpajakannya.

Menurut Kiryanto (dalam Eliyani, 1999) mengatakahwa 'Kepatuhan
wajib pajak didefinisikan sebagai memasukkan darepeoekan pada waktunya
informasi yang diperlukan, mengisi dengan benaitghrpajak yang terutang, dan
membayar pajak pada waktunya tanpa ada tindakarerpesaman’. Sedangkan
definisi kepatuhan yang dijabarkan oleh Tim Subditifikasi PPh Ditjen Pajak
adalah kepatuhan biasanya berkisar pada istilajkainsampai dimana wajib
pajak mematuhi undang-undang dan administrasi @k@@ tanpa perlunya
kegiatan penegakan hukum.

Tingkat kepatuhan wajib pajak dicerminkan denganmbendingkan
jumlah pembayaran pajak terhadap jumlah pajakaeguyang dilaporkan dalam
SPT Tahunan. Pemberian sanksi akan dikenakan kegpaldaggar ketentuan
perpajakan dimaksudkan untuk mencegah tingkah Yakg tidak dikehendaki
sehingga akan tercipta kepatuhan lebih baik dajibwaajak. Adapun untuk
mencari tingkat kepatuhan wajib pajak menggunakarus sebagai berikut:

JumlahPembayaranPajak
JumlahPajakTerutang

TingkatKepatuhanWP = x100%

(Buku Tahunan DJP, 89)
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Secara kualitatif pengertian kesadaran pajak d@mggempunyai nilai
lebih daripada kepatuhan perpajakan. Kesadaramjp&gn timbul dari dalam diri
wajib pajak sendiri, tanpa terlalu memperhatikararg@ sanksi perpajakan.
Sedangkan kepatuhan perpajakan timbul justru kareragetahui adanya sanksi
perpajakan. Meskipun demikian, dalam praktek suliuk membedakan apakah
seorang wajib pajak yang memenuhi kewajiban pekpajaya dimotivasi oleh
kesadarannya ataukah dimotivasi oleh kepatuhanmdia.dalam literatur
perpajakan lebih banyak dikenal kepatuhan perpajéka compliance, voluntary

tax compliance) daripada kesadaran perpajal&x consciouness).

2.1.2.2 Dua Macam Kepatuhan

Safri Nurmantu (2009), mengemukakan bahwa: “Kepatuldibagi
menjadi dua macam, yakni kepatuhan formal dan képat materiil”. Kepatuhan
formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak mehdewajiban perpajakan
dengan menitikberatkan pada nama dan bentuk keamajisaja, tanpa
memperhatikan hakekat kewajiban itu. Misalnya memakan SPT PPh
sebelum tanggal 31 Maret ke KPP, dengan mengabagakah isi SPT PPh
tersebut sudah benar atau belum, yang penting ST dadah disampaikan
sebelum tanggal 31 Maret.

Selanjutnya, yang dimaksud dengan kepatuhan niattalah suatu
keadaan dimana wajib pajak selain memenuhi kewajipang berhubungan
dengan nama dan bentuk kewajiban perpajakan, grgtatna memenuhi hakekat

kewajiban perpajakannya.
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Di sini wajib pajak yang bersangkutan, selain meingikan tanggal
penyampaian SPT PPh juga memperhatikan kebenaran sgsungguhnya dari
isi dan hakekat SPT PPh tersebut. Wajib pajak ybaeperilaku sekedar
memenuhi kepatuhan formal mempunyai peranan yasar lherhadap rendahnya
coverage ratio (angka yang menunjukkan perbandingan antara jupdgk yang
terpungut dan jumlah potensi pajak mestinya dajpaingjut) pajak penghasilan di
Indonesia yang menurut pengamatan sementara bakisdse antara 35%.
Sebaliknya wajib pajak yang berperilaku memenuhipakghan materiil

mempunyai peranan yang besar dalam mempertcoggiage ratio.

2.1.2.3 Faktor yang Menentukan Kepatuhan
Safri Nurmantu (2009) menyebutkan bahwa:

Ada beberapa faktor yang menentukan tinggidaBnya kepatuhan
perpajakan, antara lain kejelasgdarity) undang-undang dan peraturan
pelaksanaan perpajakan, besarnya biaya kepatybampliance cost) dan
adanya panutan.

1. Kgelasan

Makin jelas undang-undang dan peraturan pelaksgpegoajakan, makin
mudah bagi wajib pajak untuk memenuhi kewajibanpg@kannya. Makin
berbelit aturan pelaksanaan perpajakan, apalagit@ikdapat ketidakpastian, dan

tidak adanya kesinambungan peraturan, maka maktrbagi wajib pajak untuk

memenuhi kewajiban perpajakannya.
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2. Biaya kepatuhan

Untuk mewujudkan pemasukan pajak ke dalam kas aggaraka
dibutuhkan biaya-biaya, yang dalam literatur pexkan disebut sebagaiax
operating cost, yang terdiri dari biaya-biaya yang dikeluarkampeintah untuk
memungut pajak yang disebut sebag@mninistrative cost dan biaya-biaya yang
dikeluarkan oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajilperpajakannya yang
disebutcompliance cost atau biaya kepatuhan. Biaya kepatuhan adalah semua
biaya baik secara fisik maupun psikis yang harpskdi oleh wajib pajak untuk
memenuhi kewajiban perpajakannya.

Biaya kepatuhan terdiri dari antara |&@e untuk konsultan/akuntan, biaya
pegawai, biaya transport ke kantor pajak/bank/legara, dan biaya foto copy
sebagai biaya fisik, dan biaya psikis berupa strksingintahuan, dan
kekhawatiran. Makin rendah biaya kepatuhan, makudah bagi wajib pajak
untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Peaemriembar foto copy lebih
dari satu kali oleh seksi/petugas kantor pajak alvdh satu atap merupakan

contoh dari biaya kepatuhan yang tidak perlu.

3. Panutan

Sistem panutan di kalangan masyarakat wajib pajdkdbnesia untuk
menjadi wajib pajak "terbesar" dapat merupakanofaikhng meningkatkan rasa
kepatuhan perpajakan, menjadi salah satu dari Hifbayar pajak terbesar
mendorong konglomerat, baik pada tingkat pusat mmaypada tingkat daerah

untuk meningkatkan pembayaran pajaknya yang selgaligendekatkan dirinya
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pada tingkat kepatuhan. Contoh yang diberikan 8easuntuk mengisi SPT dan
menyampaikannya ke KPP sebelum tanggal 31 Manet,nlendorong pimpinan
departemen, pimpinan perusahaan untuk mengajakoEnggganisasinya untuk
mengikuti jejak presiden menyampaikan SPT sebelatasbwvaktu.

Sebaliknya apabila pimpinan, bahkan tetangga yadak tmembayar
pajak, atau tidak menyampaikan SPT bahkan tidaktzhim mempunyai NPWP
akan merupakan panutan yang negatif bagi anggagiarekat wajib pajak untuk

tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya.

2.1.2.4 Ukuran Kepatuhan Wajib Pajak
Chaizi Nasucha (dalam Devano dan Kurnia Rahayu6:2DD1) mengukur
kepatuhan sebagai berikut:

1. Patuh dalam mendaftarkan diri

2. Patuh untuk menyetorkan kembali Surat PemberitafbBi)
3. Patuh dalam penghitungan dan pembayaran pajalanerut
4. Patuh dalam pembayaran tunggakan.

Menurut Erly Suandy (2001: 103) ukuran kepatuharjil@ajak dapat
dilihat atas dasar:

1. Patuh terhadap Kewajibantern, yakni dalam pembayaran angsuran pajak,
laporan SPT Masa PPh.

2. Patuh terhadap Kewajiban Tahunan, yakni dalamghting pajak atas
dasar sistentalf Assessment, melaporkan perhitungan pajak dalam SPT
pada akhir tahun pajak serta melunasi hutang pajak.

3. Patuh terhadap Ketentuan Materil dan Yuridisnkbperpajakan melalui
pembukuan sebagaimana mestinya.
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Untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban peétpajgyang dapat
dilakukan dalam hal :
1. Surat Pemberitahuan menunjukan kelebihan permdrayajak dan atau rugi.
2. Surat Pemberitahuan tidak disampaikan atau ghagen tidak pada waktunya
yang telah ditetapkan.
3. Surat Pemberitahuan memenubhi kriteria yang tikam oleh Dirjen pajak.
4. Ada indikasi kewajiban perpajakan selain kevaajiltersebut pada angka (2)

tidak dipenuhi.

2.1.2.5 Proses Kepatuhan Wajib Pajak
Dilihat dari perspektif hukum menurut Soekanto &dal Chaizi

Nasucha,2004: 132) kepatuhan dapat mengandung engsas utama, yaitu:

1. Indoctrination, yaitu orang mematuhi hukum karena diindoktrinastuk
berbuat seperti yang dikehendaki oleh kaidah hukersebut. Keadaan ini
umumnya terjadi melalui proses sosialisasi sehinggeng mengetahui dan
mematuhi kaidah-kaidah hukum tersebut.

2. Habituation, yaitu sikap lanjut dari proses sosialisasi dsalmana dilakukan
suatu sikap dan perilaku yang terus menerus dikwgecara berulang-ulang
sehingga menjadi suatu kebiasaan.

3. Utility, yaitu orang cenderung untuk berbuat sesuatu &amerasakan
memperoleh manfaat dari sikap yang dilakukannyan@rakan mematuhi
hukum karena merasakan kegunaan hukum untuk mekaiptkkeadaan yang

diharapkan.
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4. Group ldentification, yaitu kepatuhan hukum didasarkan pada kebutuhtark u
mengadakan identifikasi dengan kelompok sosial§@patuhan terhadap
hukum dianggap merupakan sarana yang paling tepttk umengadakan

identifikasi tersebut.

Sedangkan kepatuhan hukum sebagai derajat kuatiat dibedakan
menjadi tiga proses sebagai berikut:

1. Compliance, yaitu kepatuhan yang didasarkan pada harapanaaaarya suatu
imbalan dan sebagai usaha untuk menghindarkanddni hukuman yang
mungkin akan dijatuhkan. Dalam tingkatan ini kepatu terhadap hukum
tidak didasarkan pada keyakinan akan tujuan huktetgpi ada unsur
pengendalian dari pemegang kekuasaan yang memplegaitas paksaan.
Kepatuhan akan muncul dari masyarakat jika terdapatjawasan yang efektif
dari penegak hukum.

2. ldentification, dalam proses ini orang mematuhi hukum dengan wdakgar
keberadaan anggota dalam kelompok tetap utuh dg@ditdhubungan baik
antara anggota-anggota kelompok dengan pihak-praag diberi wewenang
menerapkan kaidah hukum. Jadi, inisiatif dan mestiuatuk mematuhi hukum
adalah keuntungan yang akan diperoleh dari hububgantersebut sehingga

kepatuhan hukum bergantung pada baik-buruknya ya#wuitu.

3. Internalization, orang akan mematuhi kaidah hukum karena dengan

kepatuhannya akan diperoleh imbalan. Dalam keadbanikian mungkin

terjadi bahwa asas kaidah hukum tidak mendapabmnedpri segi keyakinan
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akan nilai yang berlaku. Yang penting menurut sisii@ orang percaya tujuan

yang akan dicapai oleh hukum hendak memberikanlankbzagi dirinya.

Soekanto (dalam Susanti, 2007: 49-50) menyebut®andra garis besar,
teori tentang kepatuhan wajib pajak dapat digolangtalam teori paksaan dan
teori konsensus'.

1. Teori Paksaan

Menurut teori paksaan, orang akan mematuhi hukuenkaadanya unsur
paksaan dari kekuasaan yang bersifat legal dagyzea. Teori ini didasarkan
pada asumsi bahwa paksaan fisik sebagai monopolguasa adalah dasar
terciptanya suatu ketertiban untuk tujuan hukuadi,Jmenurut teori paksaan,
unsur sanksi merupakan faktor yang menyebabkangomematuhi hukum.
Persoalannya, kalau suatu kaidah hukum hanya leek@daspada sanksi sebagai
tuntutan ditaatinya hukum justru akan mengurangjawia hukum, baik terhadap
hukum itu sendiri maupun terhadap penegak hukum8gangkali pemaksaan
perlakuan hukum dan penaatan akan bersifat senen&ardak berakar pada
nilai-nilai sosial yang ada.

2. Teori Konsensus

Pada teori konsensus, dasar ketaatan hukum tenpetdt penerimaan
masyarakat terhadap sistem hukum, vyaitu sebagaar degalitas hukum.
Pemungutan wajib pajak mempunyai sifat yang dapabkdakan karena
pelaksanaannya didasarkan pada undang-undang.B@dnsistem pemungutan

pajak di Indonesia menganut asad assessment yaitu kewajiban menghitung,
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menyetor, dan melaporkan pajak terutang dilakukamdisi oleh wajib pajak

sehingga pemungutan pajak yang sifatnya pemaksaiak tbegitu saja

dilaksanakan. Oleh karena itu, kunci utama sistemgpmpulan pajak dengan
sistemself assessment adalah kepatuhan sukarela wajib pajak.

Araujo (dalam Chaizi Nasucha, 2004: 134) berpenddgadwa yang
mendorong wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakarsecara tepat waktu
dan sukarela, karena adanya pengelolaan pajak wdisgen. Agar suatu
perpajakan berjalan efisien, mayoritas wajib pdjakus patuh terhadapnya. Hal
ini sesuai dengan keuntungan yang lebih besar unarkbantu wajib pajak yang
patuh dan memenuhi kewajiban perpajakan daripadggomakan lebih banyak
sumber daya untuk mengejar minoritas wajib pajakgyidak patuh. Banyak
wajib pajak yang sebenarnya bersedia untuk memjagib pajak yang patuh,
tetapi terhambat oleh ketidakmengertian wajib pagisebut untuk memenuhi

kewajibannya.

2.1.2.6 Kriteria Wajib Pajak Patuh

Undang-undang tidak pernah menegaskan siapa daainmata kriteria
dari wajib pajak yang tergolong patuh. Kriteriapsiayang digolongkan sebagai
wajib pajak patuh hanya diatur dalam SE-02/PJ/280tang Tata Cara Penetapan
Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu, disebutkayarat-syarat menjadi Wajib
Pajak Patuh, yaitu :
1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat PemberitaAiadounan dalam 3

(tiga) tahun terakhir (sebelumnya hanya dua tahun)
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. Penyampaian SPT Masa yang terlambat dalam tahakhieruntuk Masa
Pajak Januari sampai dengan Nopember tidak lehih3déiga) masa pajak
untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut;

. SPT Masa yang terlambat sebagaimana dimaksud dalamf b telah

disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyanmp@®T Masa pajak

berikutnya;

. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jeajsk, kecuali telah

memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pgrdrapajak, meliputi

keadaan pada tanggal 31 Desember, tidak termasmk) ytajak yang belum
melewati batas akhir pelunasan;

. Laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik d&anbaga pengawasan

keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpge@eian (WTP)

selama tiga tahun berturut-turut dengan ketentuan:

Laporan audit harus:

e disusun dalam bentuk panjanflong form report) dan menyajikan
rekonsiliasi laba rugi komersial dan fiskal bagijitvgpajak yang wajib
menyampaikan SPT Tahunan; dan

e pendapat akuntan atas laporan keuangan yang de@itahidatangani oleh
akuntan publik yang tidak sedang dalam pembinaarbdga pemerintah
pengawas akuntan publik;

. Tidak pernah dijatuhi hukuman berdasarkan putussnggdilan yang telah

memiliki kekuatan hukum tetap dalam jangka wakt(lifaa) tahun terakhir

(sebelumnya 10 tahun).
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2.1.2.7 Keuntungan menjadi Wajib Pajak Patuh

Menurut Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu (200864), pemberian
predikat wajib pajak patuh merupakan suatu pembgrenghargaan bagi wajib
pajak sehingga akan memberi motivasi detterent effect yang positif bagi wajib
pajak lain untuk menjadi wajib pajak patuh. Wajdjgk yang berpredikat patuh
dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya tenturakawlapat kemudahan dan
fasilitas yang lebih, dibandingkan dengan pembepelayanan pada wajib pajak
yang belum atau tidak patuh. Fasilitas yang dilaeribleh Direktorat Jendral

Pajak terhadap wajib pajak patuh adalah:

1. Pemberian batas waktu penerbitan Surat KeputusamgeR#alian
Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) paling lam3béiga) bulan sejak
permohonan kelebihan pembayaran pajak yang diajukgib pajak diterima
untuk pajak penghasilan (PPh) dan 1 (satu) buldokuRajak Pertambahan
Nilai (PPN), tanpa melalui penelitian dan pemeréksa

2. Adanya kebijakan percepatan penerbitan Surat KepotuPengembalian
Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) menjadi padindpat 2 (dua) bulan

untuk PPh dan 7 (tujuh) hari untuk PPN.

Pemberian fasilitas tidak dilakukan penelitiam daemeriksaan untuk
permohonan kelebihan pembayaran pajak adalah dealgsan bahwa wajib
pajak patuh merupakan wajib pajak yang taat dakimbayaran pajak, dan dalam
mengisi surat Pemberitahuan (SPT) dilakukan detgarar, lengkap, dan jelas.

Sehingga tidak perlu dilakukan penelitian dan pémsaan.
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2.1.3 Penerimaan Pajak
2.1.3.1 Pengertian Penerimaan Pajak

Pengertian penerimaan menurut Kamus Besar Akunf@aam Siti
Nurrany, 2008: 35) adalah sebagai berikut:

1. uang tunai atau aktiva-aktiva lain yang diterima.

2. Bukti yang menunjukan terjadinya suatu peristivakidmen akuntansi
yang menunjukan laporan penerimaan barang atak braya-biaya yang
dikeluarkan.

Dari pengertian yang telah dijelaskan, dapat disikgn bahwa
penerimaan pajak adalah uang tunai yang diterira negara dari iuran rakyat

yang dipaksakan berdasarkan undang-undang perpajikagan tidak mendapat

jasa timbal (kontraprestasi) secara langsung.

2.1.3.2 Faktor-faktor yang Mempengar uhi Penerimaan paj ak
Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu (2006: 26) neémtkan faktor-
faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak adalah:
. Kejelasan dan kepastian Peraturan Perundang-umi&sgpajakan;

1
2. Tingkat intelektual masyarakat;
3. Kualitas petugas pajak (Intelektual, Keterampilantegritas dan Moral

Tingqi);
4. Sistem Administrasi Perpajakan yang tepat.
1. Kgjelasan dan Kepastian Peraturan Perundang-undangan Per pajakan
Undang-undang yang jelas, sederhana, mudah dimieagan memberi
penafsiran yang sama bagi wajib pajak dan fiskas,ifi akan memperlancar

penerimaan negara dari sektor pajak. Kesadarankdpatuhan pemenuhan

kewajiban perpajakan akan terbentuk dengan peratian prosedur yang tidak
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rumit, dengan formulir yang mudah dimengerti pelagisya, serta lokasi kantor
penerimaan pajak yang mudah dicapai akan mengubabgin bagi wajib pajak.
2. Tingkat Intelektual Masyar akat

Dengan tingkat intelektual yang cukup baik, seearmaum maka semakin
mudah bagi wajib pajak untuk memahami peraturanun@iEmg-undangan
perpajakan yang berlaku, melaksanakan administasipajakan seperti,
menghitung pajak terutang atau mengisi surat pedtabeaan dan dapat
memahami sanksi baik sanksi administrasi maupukssaidana fiskal.

3. Kualitas Petugas Pajak (Intelektual, Keterampilan, Integritas dan Moral
Tinggi)

Kualitas petugas pajak sangat menentukan efeddivindang-undang dan
peraturan perpajakan. Petugas pajak yang berhubulegggan masyarakat harus
memiliki intelektualitas tinggi, terlatih, baik ddmermoral tinggi. Petugas pajak
hendaknya menyadari bahwa semua tindakan yangudakserta sikap terhadap
wajib pajak dalam rangka pelaksanaan tugasnya m&yappengaruh langsung
terhadap kepercayaan masyarakat akan sistem pepagian keputusan yang
adil.

4. Sistem Administras Perpajakan yang tepat

Administrasi perpajakan hendaknya merupakan pa®riertinggi karena

kemampuan pemerintah untuk menjalankan fungsingaraeefektif bergantung

kepada jumlah uang yang dapat diperolehnya medalmungutan pajak.
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2.1.4 Hubungan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dengan Penerimaan Pajak
Penghasilan Orang Pribadi.

Salah satu sumber pendapatan pemerintah yang quikepsial adalah
pajak. Pajak bagi pemerintah tidak hanya merupaksnber pendapatan tetapi
juga merupakan salah satu variabel kebijaksanaary ydigunakan untuk
mengatur jalannya perekonomian. Salah satunya yaifjib pajak diberi
kepercayaan oleh pemerintah untuk menghitung, magtap dan menyetorkan
sendiri pajak terutangnygself assessment system). Salah satu penerimaan dari
pajak adalah dengan menyampaikan SPT Tahunan dgh pajak, dan SPT
tersebut harus diisi dengan benar dan lengkap tatge menimbulkan kerugian
pada penerimaan pajak. Dari penerimaan tersebatenpgah harus memantau
penyampaian SPT Tahunan dari wajib pajak.

Langkah-langkah yang strategis dan konkrit dalaah yaang berkaitan
dengan pemantauan SPT Tahunan adalah dengan mengkamdSPT Tahunan
yang diterima dengan jumlah wajib pajak terdaftanisgga tergambar dengan
jelas tingkat kepatuhan wajib pajak. Selain itugkiat kepatuhan pun dapat
dihitung dengan membandingkan jumlah pembayaraakpggrhadap jumlah
pajak terutang. Sehingga dapat dikatakan bahw&ainkepatuhan wajib pajak
dapat mempengaruhi penerimaan pajak. Hal ini sedeagan pendapat yang
dikemukakan Suryadi (2002: 121) bahwa: “Kepatuhajibspajak berpengaruh
terhadap kinerja penerimaan pajak”. Sehingga ddpattakan bahwa tingkat

kepatuhan wajib pajak berhubungan dengan peneripejak.
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2.2 Kerangka Teoritis

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sebagai salah satbalgankeuangan dan
sebagai suatu sub sistem ekonomi yang memegang gegating dalam
perekonomian. Dalam upaya untuk menjaga agar pdérkegan perekonomian
tersebut dapat berjalan, maka salah satu sumberige@n negara yang terbesar
yaitu yang berasal dari masyarakat sebagai salahpssensi nasional melalui
pemungutan pajak dan atau dari sumber lainnya.

Pajak merupakan salah satu bentuk penerimaan ngayagasaat ini sangat
diandalkan oleh karena sebagai bentuk penerimagaragang sangat diandalkan
maka diperlukan suatu sistem kerja yang sangat lmaika menunjang
penerimaan.

Mardiasmo (2003: 1) mengutarakan pengertian pa@d&lah sebagai

berikut:

Pajak adalah iuran rakyat kepada kegara berdasarkan undang-
undang (yang dipaksakan) dengan tiada mendapat jasdpal
(kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan dagunakan untuk
membayar pengeluaran umum ”.

Menurut Adam Smith dengan ajaran yang terkeiak 'Four Maxims"
(dalam Widodo dan Djefris, 2008: 37) asas pemumgptgak yang berhubungan
dengan kepatuhan wajib pajak adalah menekankkaa padscertainty yaitu

(asas kepastian hukum) yaitu semua pungutan pajals lberdasarkan Undang-

undang, sehingga bagi yang melanggar akan dikan&sshukum.
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Soekanto (dalam Susanti, 2007: 49-50) menyebut®andra garis besar,
teori tentang kepatuhan wajib pajak dapat digolangitalam teori paksaan dan
teori konsensus'.

1. Teori Paksaan

Menurut teori paksaan, orang akan mematuhi hukuenkaadanya unsur
paksaan dari kekuasaan yang bersifat legal dagyzea. Teori ini didasarkan
pada asumsi bahwa paksaan fisik sebagai monopolguasa adalah dasar
terciptanya suatu ketertiban untuk tujuan hukuadi,Jmenurut teori paksaan,
unsur sanksi merupakan faktor yang menyebabkargan@matuhi hukum.

2. Teori Konsensus

Pada teori konsensus, dasar ketaatan hukum tenetd& penerimaan
masyarakat terhadap sistem hukum, vyaitu sebagaar deegalitas hukum.
Pemungutan wajib pajak mempunyai sifat yang dapabkdakan karena

pelaksanaannya didasarkan pada undang-undang.

Waluyo (2007: 17) mengemukakan pengert@af Assessment System

adalah sebagai berikut:

Suatu sistem pemungutan pajak yang memi@wvenang, kepercayaan,
tanggungjawab kepada wajib pajak untuk menghitungmperhitungkan,
membayar dan melaporkan sendiri besrnya pajak yangs dibayar.

Dengan adanyaelf assessment system, wajib pajak diberi kepercayaan

sepenuhnya untuk menghitung, membayar dan melapsekadiri pajak terutang.

Tanggungjawab atas pelaksanaan kewajiban perpagapada diri wajib pajak

itu sendiri. Pemerintah dalam hal ini (fiskus) haryerfungsi untuk melakukan
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pembinaan, pengawasan dan pemeriksaan pelaksama@jiban perpajakan
yang dilakukan oleh wajib pajak, apakah sesuai a@erkptentuan yang telah

ditetapkan dalam peraturan perundang-undanganajp&gm.

Isu kepatuhan dan hal-hal lain yang menyebabkaidadigiatuhan serta
upaya meningkatkan kepatuhan menjadi salah sahdageenting baik di negara-
negara maju, apalagi di negara-negara berkembapgrtisdalnya Indonesia.
Dalam melakukan kepatuhan terhadap kewajiban pE@anya, manusia
mempunyai  keterbatasan rasional dan berprilaku topistik yang
melatarbelakangi keputusan untuk patuh atau tidddnad menjalankan kewajiban
perpajakan.

Pengertian kepatuhan menurut Milgram (dalam ChaNasucha,
2004:131) adalah: "kepatuhan pada otoritas ataamaturan”. Kepatuhan dalam
perpajakan dapat diartikan sebagai tingkat sampaiada wajib pajak mematuhi
undang-undang perpajakan. Kepatuhan menunjukanyad&ekuatan yang
mempengaruhi individu secara eksplisit. Kepatulnga jmerupakan respons yang
tipikal dari individu terhadap individu lain yangatus dan kekuasaannya lebih
tinggi.

Safri Nurmantu (dalam Susanti, 2007: 10) menjelaskiaahwa:
"Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagaiuskeadaan dimana wajib
pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan salakan hal
perpajakannya”. Kepatuhan pada saat ini diketalda dua macam yaitu

kepatuhan formal dan kepatuhan material.
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Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajdk memenuhi
kewajiban perpajakan secara formal sesuai deng&ntken dalam undang-
undang perpajakan. Sedangkan yang dimaksud demgatukan material adalah
suatu keadaan dimana wajib pajak secara substatatif hakekat memenuhi
semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuaian jiwa undang-undang

perpajakan. Kepatuhan material dapat juga melkmgatuhan formal.

Penerimaan menurut Kamus Besar Akuntansi (dalamaRy, 2008: 35)
adalah sebagai berikut:

1. uang tunai atau aktiva-aktiva lain yang diterima.

2. Bukti yang menunjukan terjadinya suatu peristivakdmen akuntansi
yang menunjukan laporan penerimaan barang atak brdaya-biaya yang
dikeluarkan.

Dari pengertian diatas disimpulkan bahwa penerim@gak adalah uang
tunai yang diterima oleh negara dari iuran rakyagy dipaksakan berdasarkan

undang-undang perpajakan dengan tidak mendapatimbal (Kontraprestasi)

secara langsung.

Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu (2006: 26)enyebutkan faktor-
faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak adalah:

1. Kejelasan dan Kepastian Peraturan Perundnag-undd&egpajakan;

2. Tingkat Intelektual masyarakat;

3. Kualitas petugas pajak (Intelektual, Keterampilbrtegritas dan moral
tinggi);

4. Sistem Administrasi Perpajakan yang tepat.
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Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan sebelammyaka dapat
disimpulkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak ediinkan dengan
membandingkan jumlah SPT yang diterbitkan danridikike wajib pajak,
terhadap jumlah wajib pajak terdaftar. Selain kiepatuhan dapat diukur dengan
membandingkan jumlah pembayaran pajak dengan jup@gtk yang sebenarnya
terutang. Maka dengan adanya kesadaran pada dijib wmjak untuk
menyampaikan SPT Tahunannya diharapkan kepatuhgib vpajak bisa
meningkat yang akhirnya akan berpengaruh pada ipegesn pajak secara optimal
dan dipergunakan oleh negara untuk pembangunankigrentingan masyarakat.
Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakapa8uf2002: 121) bahwa:
“Kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap kingrgnerimaan pajak”.
Sehingga dapat dikatakan bahwa tingkat kepatuhgib wajak berhubungan

dengan penerimaan pajak.
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Penjelasan kerangka teoritis dapat dituangkan daknangka pemikiran

pada gambar 2.1 sebagai berikut :

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

PAJAK

v

Sistem Perpajakan

v
Salf Assessment

A 4
- Mendaftarkan diri untuk
mendapatkan NPWP
- Melaporkan  kewajiban

perpajakan dalam bentuk
SPT
- Membayar pajak terutang
melalui SSP
A 4 Penerimaan Pajak
Kepatuhan Wajib Pajal .| Penghasilan Orang
Pribad
v
Hipotesis :

Kepatuhan Wajib Pajak Berpengaruh Terhadap
Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pr

2.3 Hipotesis
Dari kerangka pemikiran yang pada gambar 2.1, nad@at diambil

hipotesis bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak beypauh terhadap penerimaan

PPh Orang Pribadi.



